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BAB V 

Kesimpulan 

 Setiap sengketa teritorial dan maritim berpusat pada pertanyaan kunci 

tentang siapa yang memiliki tanah yang disengketakan dan laut di sekitarnya tidak 

terkecuali di Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, hukum internasional sangat 

diperlukan untuk membenarkan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara atas 

wilayah yang disengketakan. Hukum internasional sebelum Perang Dunia II 

mengizinkan negara-negara untuk memperoleh kedaulatan teritorial melalui salah 

satu dari 5 metode yakni pertambahan, pendudukan, penetapan, penaklukan dan 

pernyerahan.257  

 Tampaknya ada kesepakatan yang cukup umum bahwa setidaknya ada 3 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu negara telah 

memperoleh hak historis atas suatu wilayah maritim:  

1. Pelaksanaan kewenangan atas daerah tersebut oleh Negara yang 

mengklaim historis;  

2. Kesinambungan pelaksanaan kewenangan tersebut; 

3. Sikap negara-negara asing. Pertama, negara harus melaksanakan 

kewenangan atas wilayah yang bersangkutan untuk memperoleh hak 

bersejarah atas wilayah tersebut; Kedua, pelaksanaan kewenangan 

tersebut harus terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama bahkan 

harus terus berkembang menjadi sebuah penggunaan. Ketiga, posisi 

yang mungkin dimiliki oleh negara-negara asing yang mungkin telah 

diambil oleh negara-negara asing terhadap pelaksanaan kewenangan ini, 

artinya persetujuan negara-negara lain diperlukan untuk munculnya 

sebuah hak bersejarah.  

4. Harus memperhatikan apakah klaim tersebut dapat dibenarkan atas 

dasar kebutuhan ekonomi, keamanan nasional, kepentingann vital atau 

alasan yang serupa.258  

 
257 (Keyuan, South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects 2007), 

Pg. 87 
258 (United Nations 1962), Pg. 13 
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 Namun pertanyaan besar terkait kekosongan hukum tentang persyaratan 

klaim historis ialah Mengapa pengaturan tersebut tidak diatur dalam hukum 

internasional? Karena berdasarkan seluruh penjelasan yang dibahas, tampaknya 

lebih baik untuk membiarkan hal itu menjadi pertanyaan untuk diselesaikan dengan 

aturan prosedural yang dapat diterapkan dalam kasus tertentu.259 Maka secara 

alami, setiap negara yang mencoba untuk melakukan klaim dengan hak historis 

akan melakukan penfasiran dan mencoba untuk membujuk arbiter atau Hakim 

untuk mengadopsi pandangan mereka.260  

 Konsep perairan bersejarah tidak memiliki definisi yang pasti dalam hukum 

internasional, namun istilah varian dari teluk bersejarah dan/atau gelar bersejarah 

disebutkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan teluk.261 Konsep ini biasanya 

berlaku untuk teluk besar dan jika telah ditetapkan sebagai perairan bersejarah maka 

teluk tersebut termasuk dalam perairan internal. 262 Ada 3 alasan yang dapat 

dianggap sebagai perairan bersejarah:  

1. Teluk yang diklaim oleh negara-negara lebih luas atau kurang dalam 

konfigurasi dibandingkan dengan teluk standar;  

2. Area perairan yang diklaim terhubung ke pantai oleh fitur lepas pantai 

tetapi tidak tertutup oleh aturan standar;  

3. Apabila area laut tersebut tidak diklaim, akan menjadikan area tersebut 

laut lepas karena tidak dicakup oleh aturan khusu yang berkaitan dengan 

teluk atau penetapan batas perairan pantai (maria clausa) 

 PCA memutuskan bahwa klaim hak historis Tiongkok dalam peta dash line 

di Laut Tiongkok Selatan tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Tribunal 

menganggap teks dan konteks UNCLOS jelas dalam menggantikan hak historis apa 

pun yang mungkin dimiliki oleh suatu Negara di wilayah yang sekarang menjadi 

bagian dari ZEE dan Landas Kontinen negara lain.263 Hal ini memperkuat posisi 

Indonesia dan negara-negara lain di kawasan bahwa klaim Tiongkok tidak sah dan 

tidak sesuai dengan hukum internasional. Indonesia, bersama dengan komunitas 

 
259 (United Nations 1962), Pg. 25 
260 (United Nations 1962), Pg. 23 
261 (Keyuan, South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects 2007),  

Pg. 90 
262 (O'Connell 1982), Pg 417 
263 Poin 247 PCA 2016S 
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internasional, terus mendorong pneyelesaian sengketa maritim berdasarkan aturan 

dan prinsip yang diakui secara global. 

 Bahkan jika dilihat dari sisi sejarah dunia, kekaisaran dan kerajaan tidak 

pernah menjalankan kedaulatan. Jika klaim sejarah mengklaim seluruh Asia, maka 

Mongolia dapat mengklaim seluruh Asia hanya karena pernah menaklukkan tanah 

di benua tersebut. Sama sekali tidak ada dasar historis untuk mendukung salah satu 

dari klaim garis putus-putus tersebut, terutama mengingat bahwa wilayah kerajaan-

kerajaan Tiongkok tidak pernah membatasi dengan hati-hati setiap negara/bangsa, 

melainkan hanya menjadikannya sebagai zona pengaruh yang meruncing pada 

sebuah pusat peradaban.264 

 

  

 
264 (Malik May/June 2013), Pg, 89 
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